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TENTANG 
TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR 

TENTANG ASET MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, 

Menimbang: a. bahwa dengan perubahan status Universitas Negeri Semarang 
dari satker Badan Layanan Umum menjadi satker Perguruan 
Tinggi Negeri Badan Hukum, untuk memperlancar 
penatausahaan Barang Milik Negara perlu adanya pedoman 
pengelolaan Aset Milik Universitas Negeri Semarang; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim 
Penyusun Peraturan Rektor tentang Aset Milik Universitas Negeri 
Semarang; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik NegarafDaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan 
Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824); 

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan BarangfJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 63); 








